ABSTRAK
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Penelitian ini didasarkan dengan adanya fenomena yang terjadi di masyarakat
tentang upah yang tidak jelas dan ketidakpastian hukum dalam menggunakan jasa calo
sebagai perantara dalam menguruskan SIM baru. Dapat diketahui bahwa syarat sebagai
seorang pengemudi yaitu harus memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) sesuai dengan
jenis kendaraan yang dikemudikan. Dalam pengurusan nya tentu tidak mudah, ada
beberapa tahapan yang harus dilalui oleh setiap pendaftar SIM untuk bisa mendapatkan
SIM tersebut. Banyaknya tahapan tersebut membuat sebagian dari para pendaftar
merasa keberatan dan lebih memilih mencari cara instan dengan menggunakan jasa
dari oknum yang biasa disebut dengan calo SIM. Biasanya seorang calo SIM akan
menghampiri para pendaftar dilokasi dan menawarkan cara yang lebih mudah dan
cepat tetapi ada yang sebaliknya justru pendaftar yang mencari calo tersebut untuk
meminta bantuan. Kemudian calo SIM akan menetapkan harga yang tinggi dari harga
asli pembuatan SIM, perolehan SIM yang tergolong ilegal dan dengan biaya yang
tinggi tidak menyulutkan minat pendaftar SIM untuk menggunakan jasa calo agar
memperoleh SIM.

Fokus Penelitian dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana problematika
masyarakat terkait dengan upah jasa calo dalam pembuatan Surat 1zin Mengemudi
yang ada di Kabupaten Tulungagung ?; 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan
Hukum Islam terhadap upah jasa calo dalam pembuatan Surat 1zin Mengemudi yang
ada di Kabupaten Tulungagung ?. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk
mendeskripsikan problematika apa saja yang dialami oleh Masyarakat terkait dengan
upah jasa calo dalam pembuatan Surat 1zin Mengemudi yang ada di Kabupaten
Tulungagung. 2) Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam
terhadap problematika upah jasa calo dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi yang
ada di Kabupaten Tulungagung.

Jenis metode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field
research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang
digunakan berupa wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, dan
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian
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data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Sedangkan untuk pengecekan
keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil pelaksanaan penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Penetapan harga dalam
pembuatan SIM baru melalui jasa calo ditetapkan diawal dengan kisaran harga
Rp.700.000 — Rp.900.000, harga tersebut memiliki selisih yang jauh dibandingan
dengan mengurus SIM mandiri sesuai SOP yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. 2)
Berdasarkan Hukum Islam tidak ada keterangan yang spesifik tentang calo, namun
dalam figih kontemporer dijelaskan bahwa ada istilah simsar atau samsarah yang
merupakan sebutan bagi seseorang yang berkerja untuk orang lain dengan imbalan
(upah). Praktik calo menurut Hukum Islam diperbolehkan apabila akadnya jelas, jasa
nya jelas, ongkosnya jelas dan kedua belah pihak tau, kemudian calo itu sendiri juga
tidak menyembunyikan kebohongan atau penipuan. tetapi permasalahannya sesuatu
yang diperbolehkan tetapi berbenturan dengan aturan pemerintah yang sah melarang
adanya calo maka kita sebagai masyarakat wajib mengikuti aturan pemerintah tersebut,
karena dalam Tinjauan Hukum Positif meskipun tidak ada hukum yang mengaturnya
secara spesifik tetapi aktivitas calo jelas illegal, karena secara ideal masyarakat
seharusnya datang ke Satuan Penyelenggara Administrasi (SATPAS) kemudian
melakukan serangkaian tes untuk melewati ujian yang telah disediakan sesuai dengan
Undang-Undang Lalu Lintas. Namun berdasarkan Hukum Positif calo menjadi
diperbolehkan apabila calo memiliki surat kuasa sesuai dengan KUHPerdata Pasal
1792.
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ABSTRACT

Nur Hidayah, 126101203227. Community Problems with Broker Service Wages In
Making a Driving License in View of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer
Protection, Positive Law and Islamic Law (Case Study in Tulungagung
Regency) Sharia Economic Law Study Program, Sharia Department, Faculty
of Sharia and Legal Sciences, Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University
Tulungagung: Dr. H. Nur Efendi, M.Ag.
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This research is based on the phenomenon that occurs in society regarding
unclear wages and legal uncertainty in using the services of brokers as intermediaries
in arranging new SIMs. It is known that the standard for being a driver is that you must
have a driver's license (Driving License) according to the type of vehicle you are
driving. The process of processing it is certainly not easy, there are several stages that
every SIM applicant must go through to be able to get the SIM. The many stages make
some applicants feel reluctant and prefer to look for an instant method by using the
services of individuals who are usually called SIM brokers. Usually a SIM broker will
approach the registrants at the location and offer an easier and faster way, but there are
those who, on the contrary, are actually registrants who are looking for the broker to
ask for help. Then SIM brokers will set a price that is higher than the original price for
making a SIM, obtaining a SIM that is classified as illegal and at a high cost does not
arouse the interest of SIM registrants to use the broker's services to obtain a SIM.

The research focus in this research is 1) What are the community problems
related to wages for brokers' services in making driving licenses in Tulungagung
Regency?; 2) What is the review of Positive Law and Islamic Law regarding the wages
of brokers in making driving licenses in Tulungagung Regency? The purpose of this
research is 1) To describe the problems experienced by the community regarding the
wages of brokers in making driving licenses in Tulungagung Regency. 2) To analyze
the Review of Positive Law and Islamic Law on the problems of wages for brokers'
services in making driving licenses in Tulungagung Regency.

This type of research method uses field research methods with a qualitative
descriptive approach. The data collection techniques used are in-depth interviews,
observation and documentation. The data analysis technique used is data condensation,
presentation data, drawing conclusions and verifying data. Meanwhile, to check the
validity of the data, use triangulation.

The results of this research show that 1) The price for making a new SIM
through broker services is set initially at a price range of Rp.700.000 - Rp. 900.000,
this price has a large difference compared to obtaining an independent SIM according
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to the SOP set by the Government. 2) Based on Islamic law there is no specific
information about brokers, but in contemporary jurisprudence it is explained that there
is the term simsar or samsarah which is a term for someone who works for someone
else in return (wages). The practice of brokers according to Islamic law is permitted if
the contract is clear, the services are clear, the costs are clear and both parties know,
then the brokers themselves also do not hide lies or fraud, but the problem is that
something is permitted but conflicts with government regulations which legally
prohibit the existence of brokers so we As a society, we are obliged to follow
government regulations. because in the Positive Law Review, although there is no law
that specifically regulates it, the activities of brokers are clearly illegal, because ideally
people should come to the Administrative Organizing Unit (SATPAS) and then take a
series of tests to pass the exams that have been provided in accordance with the Traffic
Law. However, based on Positive Law, brokers are allowed if the broker has a power
of attorney in accordance with the Civil Code Article 1792.
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